
BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa standar pelayanan merupakan jaminan adanya 

kepa stian hukum bagi penerima pelayanan untuk 
melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur 
pernerin tah dalam pem berian pelayanan; 

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat melalui 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka 
dipandang perlu adanya standar pelayanan perizinan dan 
non perizinan pada Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan Di Kabupaten Wonosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undarig-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
lJndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan 
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbarari Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

10. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

11. Peraruran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 
2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 
Wonosobo Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan 
Kelurahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21); 

14. P-eraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Tugas Dan Wewenang Camat (Berita Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 16); 

15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari 
Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi 



Pasal 2 
Maksud ditetapkan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan 
adalah untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan, sehingga dalam 
pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu, mudah dan 
trans pa ran. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo 
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Wonosobo. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo. 

7. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi pemerintahan yang menjadi 
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masyarakat 

8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN 
adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu tempat. 

9. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan 
menghasilan kepuasan pelanggan. 

10. Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dilakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 
penerima pelayanan. 

11. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon urituk 
memperoleh dokumen yang diberikan di kecamatan. 

12. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemberian layanan bagi setiap warga negara dan 
penduduk. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PELAYANAN 
KABUPATEN 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI 
WONOSOBO. 

Menetapkan 

Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2014 Nomor 33); 



Pasal6 
(1) Komponen Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan: 

a. jenis pelayanan 
yaitu pelayanan penzman dan non penzman yang 
dilimpahkan/ didelegasikan kepada Camat; 

b. dasar hukum pelayanan 
yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman atau 
dasar penyelenggaraan pelayanan; 

c. persyaratan pelayanan 
yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan 
untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan; 

d. prosedur / mekanisme pelayanan 
yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaikan 
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

e. biaya pelayanan 
yaitu besaran biaya pelayanan yang harus dibayarkan oleh 
pemohon / penerima layanan; 

f. lama proses pelayanan 
yaitu waktu pemrosesan setiap jenis pelayanan. 

(2) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah: 
a. Izin Gangguan (HO); 
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk nilai bangunan dibawah 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah lantai paling 
banyak 2 (dua) lantai; 

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk kategori usaha perorangan 
mikro dengan modal kurang dari atau sama dengan Rp.50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah); 

d. Tanda Daftar Perusahaan (TOP) untuk kategori usaha perorangan mikro 
dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah);' 

e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atau 
halaman/ pekarangan dengan ukuran paling luas 6 (enam) meter 

BAB IV 
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 

Pasal S 
Ruang lingkup standar pelayanan PATEN adalah semua pelayanan penzman 
dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

Pasal4 
Sasaran peyelenggaraan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non 
Perizinan : 
a. terwujudnya pelayanan yang cepat tepat waktu, mudah dan transparan; 
b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan. 

Pasal3 
Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non 
Perizinan adalah untuk: 
a. memberi kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan; 
b. mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. 



Pasal 8 
(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang 

dan berkesinambungan dilingkungan kecamatan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka 
meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan; 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan 
sistem, pemberdayaan manusia dan jaringan kerja sesuai yang 
dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi 
pelaksanaan pelayanan. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

- 
(1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang 

berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun 
dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 
kondisi setempat; 

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
ditindaklanjuti secara tepat, cepat dan memberi jawaban serta 
penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya pengaduan. 

Pasal 7 

BAB V 
PENANGANANPENGADUAN 

persegi, spanduk/layar /umbul-umbul/ poster/ sticker/ selebaran 
dengan lokasi satu kecamatan; 

f. Izin Salon dan Rumah Makan Kecil; 
g. Rekomendasi Izin Perhelatan; 
h. Rekomendasi izin Hiburan: 

(3) Jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a meliputi : 
a. Pengelolaan administrasi Akte Kelahiran; 
b. Pengelolaan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
c. Pengelolaan administrasi Kartu Keluarga (KK); 
d. Pengantar Akte Pencatatan Sipil lainnya selain Akte Kelahiran; 
e. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Daerah; 
f. Surat Keterangan Miskin; 
g. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 
h. Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian; 
1. Pengan tar Izin Keramaian; 
J. Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR); 
k. Legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi, 

kesenian/ sanggar seni, dan badan hukum lainnya; 
l. Surat Keterangan Waris; 
m. Dispensasi Nikah; 
n. Surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 
(4) Uraian komponen Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Bagan Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



EKO SUTRISNO WIBOWO 

SERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 7·'· 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

~ 

Diundangkan d: Wonosobo 
pada tanggal ;:_c .·.·:·~·· :L··'.' ::~,.;:. 

Ditetapkan di Wonosobo 
pada tanggal "F.i ii,·vr·, l'<·}· ~-('jl.; 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
Piranti lunak yang digunakan untuk mendukung PATEN adalah aplikasi 
Sistem Informasi Terintegrasi (SINTA). 

BAB VIII 
~RANTILUNAKPENDUKUNG 

Pasal 10 
Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan . terhadap 
kewenangan atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan 
kepada Camat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturnn perundang­ 
undangan yang berlak u dan ditandatangani oleh Carnal atas nama Bupati. 

BAB VII 
PROSEDUR PENANDATANGANAN 

Pa sal 9 
Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 
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